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GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUEERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangke Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah




beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan;atau Stabilitas Sistemm Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonelsia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Re sublik Indonesia Nomor
6757));

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dgerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor QL Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan La_',}anan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia T hun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012




10.

42 N

12.

13.

tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 tahun 2018 tentang Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

Peraturan Peraerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);




14.

16.

LY

18.

19,

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistern Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur,
perencanaan Fembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Kancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1817
Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan




Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006

Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

ba

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur adalah Gubernur Sulewesi Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar
Rp.3.940.319.788.596,- bertambah sebesar Rp.278.641.387.253,- sehingga
menjadi Rp.4.218.961.175.849,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp.3.905.319.788.596,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 60.520.040.000,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.3.965.839.828.596,-

2. Belanja daerah
a. Semula Rp.3.616.277.183.348,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 342.392.248.929, -

Jumlah belanja daerah setelah serubahan Rp.3.958.669.432.277,-

3. Pembiayvaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula Rp. 35.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp.218.121.347.253,-

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Rp.253.121.347.253,-

perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan
a. Semula Rp.324.042.605.248,-

p. Bertambah/(berkurang) Rp. (63.750.861.676,-)

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Rp.260.291.743.572,-

perubahan

Jumlah pembiayaan netto setelah Rp. (7.170.396.319,-)
perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp.0,-

perubahan

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan ‘Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:




1. Lampiran

2. Lampiran

3. Lampiran

4. Lampiran

5. Lampiran

6. Lampiran

_“~-I

Lampiran
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[11

v

VI

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Hibah;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima

Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus Yang

Diterima Serra SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Dalam
Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan 1 (satu) Program

Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD vang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kkerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
Pada tanggal 17 September 2024

Diundangkan di Manado.

Pada tanggal 17 September 2024




PROVINSI SULAWESI UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I :

Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 17 September 2024

SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.629.996.697.596,00 1.635.996.697.596,00 6.000.000.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 1.270.498.222.377,00 1.275.498.222.377,00 5.000.000.000,00
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 425.789.213.853,00 425.789.213.853,00 0,00
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 4.034.740.645,00 4.034.740.645,00 0,00
4.1.01.01.01.0001 |PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 3.879.307.045,00 3.879.307.045,00 0,00
4.1.01.01.01.0002 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 37.320.600,00 37.320.600,00 0,00
4.1.01.01.01.0003 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Pusat
4.1.01.01.01.0004 Pszr‘x:’bﬂ Penumpang-Sedan-Pemerintah 118.113.000,00 118.113.000,00 0,00
4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 31.229.886.500,00 31.229.886.500,00 0,00
4.1.01.01.02.0001 |PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 30.797.133.700,00 30.797.133.700,00 0,00
4.1.01.01.02.0002 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 30.853.800,00 30.853.800,00 0,00
4.1.01.01.02.0003 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Pusat
4.1.01.01.02.0004 PDI;Sr‘iObﬂ Penumpang-Jeep-Pemerintah 401.899.000,00 401.899.000,00 0,00
4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 232.379.851.467,00 232.379.851.467,00 0,00
4.1.01.01.03.0001 |PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 228.900.046.267,00 228.900.046.267,00 0,00
4.1.01.01.03.0002  |PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 1.120.388.200,00 1.120.388.200,00 0,00
4.1.01.01.03.0003 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Pusat
4.1.01.01.03.0004 Ezfr‘i"bﬂ Penumpang-Minibus-Pemerintah 2.359.417.000,00 2.359.417.000,00 0,00
4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 1.029.913.617,00 1.029.913.617,00 0,00
4.1.01.01.04.0001 |PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 667.942.617,00 667.942.617,00 0,00
4.1.01.01.04.0002 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 188.638.000,00 188.638.000,00 0,00
4.1.01.01.04.0003 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00
4.1.01.01.04.0004 |PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah 173.333.000,00 173.333.000,00 0,00
4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 150.800.900,00 150.800.900,00 0,00
4.1.01.01.05.0001 |PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 106.847.100,00 106.847.100,00 0,00
4.1.01.01.05.0002 |PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 3.689.800,00 3.689.800,00 0,00
4.1.01.01.05.0003 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00
4.1.01.01.05.0004 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah 40.264.000,00 40.264.000,00 0,00
4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 46.978.804.157,00 46.978.804.157,00 0,00
4.1.01.01.06.0001 |PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 46.001.183.357,00 46.001.183.357,00 0,00
4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 440.957.000,00 440.957.000,00 0,00
4.1.01.01.06.0003 |FXB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00
Pemerintah Pusat
4.1.01.01.06.0004 |PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- 505.663.800,00 505.663.800,00 0,00
Pemerintah Daerah
4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 28.784.363.040,00 28.784.363.040,00 0,00
4.1.01.01.07.0001 iiﬁﬂ;’bﬂ Barang/Beban-Light Truck- 27.655.270.000,00 27.655.270.000,00 0,00
4.1.01.01.07.0002 Eﬁi‘ x"bﬂ Barang/Beban-Light Truck- 901.343.040,00 901.343.040,00 0,00
4.1.01.01.07.0003 | KB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Pemerintah Pusat
4.1.01.01.07.0004 |/ XB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- 207.750.000,00 207.750.000,00 0,00
Pemerintah Daerah
4.1.01.01.08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 9.202.264.975,00 9.202.264.975,00 0,00
4.1.01.01.08.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 7.077.438.175,00 7.077.438.175,00 0,00
4.1.01.01.08.0002 |PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 2.089.096.000,00 2.089.096.000,00 0,00
4.1.01.01.08.0003 iﬁif’lobﬂ Barang/Beban-Truck-Pemerintah 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.1.01.01.08.0004 PDlzfr'iflobﬂ Barang/Beban-Truck-Pemerintah 21.730.800,00 21.730.800,00 0,00
4.1.01.01.09 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 0,00 0,00 0,00
4.1.01.01.09.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi 0,00 0,00 0,00
4.1.01.01.09.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum 0,00 0,00 0,00
4.1.01.01.09.0003 PKB—Mobﬂ Barang/Beban-Blind Van- 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Pusat
4.1.01.01.09.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- 0,00 0,00 0,00

Pemerintah Daerah

Halaman 1




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5
4.1.01.01.10 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 71.781.966.362,00 71.781.966.362,00 0,00
4.1.01.01.10.0001 iﬁg:é’peda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- 71.253.260.561,00 71.253.260.561,00 0,00
4.1.01.01.10.0002 Eﬁl‘;epeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
4.1.01.01.10.0003 PKB-S?peda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Pusat

4.1.01.01.10.0004 |PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- 527.705.801,00 527.705.801,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.01.01.11 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 61.701.546,00 61.701.546,00 0,00

4.1.01.01.11.0001 iﬁg;iiepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- 50.053.046,00 50.053.046,00 0,00

4.1.01.01.11.0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- 0,00 0,00 0,00
Umum

4.1.01.01.11.0003 PKB-S?peda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Pusat

4.1.01.01.11.0004 PKB-S?peda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- 11.648.500,00 11.648.500,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.01.01.12 foi‘rKendaraan Bermotor yang Dioperasikan 2.117.000,00 2.117.000,00 0,00

4.1.01.01.12.0001 | XB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan 2.117.000,00 2.117.000,00 0,00
di Air-Pribadi

4.1.01.01.12.0002 P‘KBA—Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan 0,00 0,00 0,00
di Air-Umum
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan

4.1.01.01.12.0003 | (5 Ton e S 0,00 0,00 0,00
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan

4.1.01.01.12.0004 | b "oREIEAR SO 0,00 0,00 0,00

4.1.01.01.13 gfi‘fendaraan Khusus Alat Berat/Alat 152.803.644,00 152.803.644,00 0,00

4.1.01.01.13.0001 | KB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat 69.422.500,00 69.422.500,00 0,00
Besar-Pribadi

4.1.01.01.13.0002 | KB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat 16.068.300,00 16.068.300,00 0,00
Besar-Umum

4.1.01.01.13.0003 PKB—Kendara.lan Khusus Alat Berat/Alat 0,00 0,00 0,00
Besar-Pemerintah Pusat

4.1.01.01.13.0004 | KB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat 67.312.844,00 67.312.844,00 0,00
Besar-Pemerintah Daerah

4.1.01.01.14 PKB-Mobil Roda Tiga 0,00 0,00 0,00

4.1.01.01.14.0001 _ |PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi 0,00 0,00 0,00

4.1.01.01.14.0002 | PKB-Mobil Roda Tiga-Umum 0,00 0,00 0,00

4.1.01.01.14.0003 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00

4.1.01.01.14.0004 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00

4.1.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 296.628.918.016,00 296.628.918.016,00 0,00
(BBNKB)

4.1.01.02.01 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 559.387.176,00 559.387.176,00 0,00

4.1.01.02.01.0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 559.387.176,00 559.387.176,00 0,00

4.1.01.02.02 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 10.281.938.805,00 10.281.938.805,00 0,00

4.1.01.02.02.0001 |BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 10.281.938.805,00 10.281.938.805,00 0,00

4.1.01.02.03 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 147.918.587.657,00 147.918.587.657,00 0,00

4.1.01.02.03.0001 |BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 147.918.587.657,00 147.918.587.657,00 0,00

4.1.01.02.04 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1.638.215.279,00 1.638.215.279,00 0,00

4.1.01.02.04.0001 |BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1.638.215.279,00 1.638.215.279,00 0,00

4.1.01.02.05 BBNKB-Mobil Bus-Bus 170.759.334,00 170.759.334,00 0,00

4.1.01.02.05.0001 |BBNKB-Mobil Bus-Bus 170.759.334,00 170.759.334,00 0,00

4.1.01.02.06 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 39.690.666.564,00 39.690.666.564,00 0,00

4.1.01.02.06.0001 |BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 39.690.666.564,00 39.690.666.564,00 0,00

4.1.01.02.07 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 8.033.969.756,00 8.033.969.756,00 0,00

4.1.01.02.07.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 8.033.969.756,00 8.033.969.756,00 0,00

4.1.01.02.08 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 3.393.269.542,00 3.393.269.542,00 0,00

4.1.01.02.08.0001 |BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 3.393.269.542,00 3.393.269.542,00 0,00

4.1.01.02.09 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

4.1.01.02.09.0001 |BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

4.1.01.02.10 EESKB'Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 84.631.116.296,00 84.631.116.296,00 0,00

4.1.01.02.10.0001 EESKB'Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 84.631.116.296,00 84.631.116.296,00 0,00

4.1.01.02.11 TBESKB'Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 146.058.401,00 146.058.401,00 0,00

4.1.01.02.11.0001 TBESKB'Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 146.058.401,00 146.058.401,00 0,00

4.1.01.02.12 BBNKB-Kendaraan Bermotor yang 960.530,00 960.530,00 0,00
Dioperasikan di Air

4.1.01.02.12.0001 |PBNKB-Kendaraan Bermotor yang 960.530,00 960.530,00 0,00
Dioperasikan di Air

4.1.01.02.13 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 113.988.676,00 113.988.676,00 0,00

4.1.01.02.13.0001 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 113.988.676,00 113.988.676,00 0,00
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SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5
.1.01.02.14 BBNKB-Mobil Roda Tiga 0,00 0,00 0,00
.1.01.02.14.0001  |BBNKB-Mobil Roda Tiga 0,00 0,00 0,00

.1.01.03

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB)

317.790.286.524,00

322.790.286.524,00

5.000.000.000,00

.1.01.03.01

PBBKB-Bahan Bakar Bensin

186.968.297.204,00

189.968.297.204,00

3.000.000.000,00

.1.01.03.01.0001

PBBKB Bahan Bakar Bensin

186.968.297.204,00

189.968.297.204,00

3.000.000.000,00

4

4

4

4

4

4.1.01.03.02 PBBKB-Bahan Bakar Solar 130.821.989.320,00 132.821.989.320,00 2.000.000.000,00

4.1.01.03.02.0001 PBBKB Bahan Bakar Solar 130.821.989.320,00 132.821.989.320,00 2.000.000.000,00

4.1.01.03.03 PBBKB-Bahan Bakar Gas 0,00 0,00 0,00

4.1.01.03.03.0001 PBBKB Bahan Bakar Gas 0,00 0,00 0,00

4.1.01.03.04 PBBKB-Bahan Bakar Lainnya 0,00 0,00 0,00

4.1.01.03.04.0001 PBBKB Bahan Bakar Lainnya 0,00 0,00 0,00

4.1.01.04 Pajak Air Permukaan 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00

4.1.01.04.01 Pajak Air Permukaan 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00

4.1.01.04.01.0001 Pajak Air Permukaan 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00

4.1.01.05 Pajak Rokok 218.689.803.984,00 218.689.803.984,00 0,00

4.1.01.05.01 Pajak Rokok 218.689.803.984,00 218.689.803.984,00 0,00

4.1.01.05.01.0001 Pajak Rokok 218.689.803.984,00 218.689.803.984,00 0,00

4.1.01.17 Pajak Alat Berat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

4.1.01.17.01 Pajak Alat Berat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

4.1.01.17.01.0001 Pajak Alat Berat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

4.1.02 Retribusi Daerah 255.959.215.233,00 256.959.215.233,00 1.000.000.000,00

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 249.996.565.233,00 249.996.565.233,00 0,00

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 249.976.565.233,00 249.976.565.233,00 0,00

4.1.02.01.01.0005 |Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah 17.849.657.033,00 17.849.657.033,00 0,00
Sakit Umum Daerah

4.1.02.01.01.0006 |Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat 232.126.908.200,00 232.126.908.200,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

4.1.02.01.12 Retribusi Pelayanan Pendidikan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

4.1.02.01.12.0001 |Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Pendidikan Teknis

4.1.02.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 0,00 0,00 0,00

4.1.02.01.14.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan 0,00 0,00 0,00

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.828.900.000,00 5.828.900.000,00 0,00

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.129.850.000,00 2.129.850.000,00 0,00

4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 1.139.750.000,00 1.139.750.000,00 0,00

4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 814.100.000,00 814.100.000,00 0,00

4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00

4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat

4.1.02.02.04.0001 Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00
Bus Umum

4.1.02.02.04.0002  |Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
Kegiatan Usaha

4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 692.400.000,00 692.400.000,00 0,00

4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 692.400.000,00 692.400.000,00 0,00

4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.374.650.000,00 1.374.650.000,00 0,00

4.1.02.02.00.0001 |Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan 1.374.650.000,00 1.374.650.000,00 0,00
Olahraga

4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.282.000.000,00 1.282.000.000,00 0,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha

4.1.02.02.11.0001 Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

4.1.02.02.11.0002 Retribusi PenJuaL.elr} Produksi hasil Usaha 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00
Daerah berupa Bibit Ternak
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha

4.1.02.02.11.0003 Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan

4.1.02.02.12 Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan 0,00 0,00 0,00
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan

4.1.02.02.12.0001 Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan 0,00 0,00 0,00
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 0,00 0,00

4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 0,00 0,00

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 133.750.000,00 1.133.750.000,00 1.000.000.000,00

4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Angkutan Umum

4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Angkutan Umum

4.1.02.03.04 Retribusi Izin Usaha Perikanan 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00
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SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5

.1.02.03.04.0001

Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha
Penangkapan Ikan

33.750.000,00

33.750.000,00

0,00

.1.02.03.08

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(TKA)

100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.000.000.000,00

.1.02.03.08.0001

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(TKA)

100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.000.000.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

4.1.03 - 70.817.711.445,00 70.817.711.445,00 0,00
Dipisahkan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada

4.1.03.02 Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 70.817.711.445,00 70.817.711.445,00 0,00
Modal pada BUMD
Bagian Laba yang Dibagikan kepada

4.1.03.02.01 Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 70.817.711.445,00 70.817.711.445,00 0,00
Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada

4.1.03.02.01.0001 Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 70.817.711.445,00 70.817.711.445,00 0,00
Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.721.548.541,00 32.721.548.541,00 0,00

4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 118.242.000,00 118.242.000,00 0,00
Dipisahkan

4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 118.242.000,00 118.242.000,00 0,00

4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 118.242.000,00 118.242.000,00 0,00

4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 459.000.000,00 459.000.000,00 0,00

4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 459.000.000,00 459.000.000,00 0,00

4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 459.000.000,00 459.000.000,00 0,00

4.1.04.05 Jasa Giro 2.674.639.512,00 2.674.639.512,00 0,00

4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.674.639.512,00 2.674.639.512,00 0,00

4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.674.639.512,00 2.674.639.512,00 0,00

4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 0,00 0,00

4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 0,00 0,00

4.1.04.07 Pendapatan Bunga 15.250.624.980,00 15.250.624.980,00 0,00

4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang 15.250.624.980,00 15.250.624.980,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.04.07.01.0001 |Fendapatan Bunga atas Penempatan Uang 15.250.624.980,00 15.250.624.980,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian 0,00 0,00 0,00
Keuangan Daerah

4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap 0,00 0,00 0,00
Bendahara

4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap 0,00 0,00 0,00
Bendahara
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap

4.1.04.08.02 Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 0,00 0,00 0,00
Pejabat Lain
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap

4.1.04.08.02.0001 Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 0,00 0,00 0,00
Pejabat Lain

4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 14.219.042.049,00 14.219.042.049,00 0,00

4.1.04.12.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan 10.150.000.000,00 10.150.000.000,00 0,00
Bermotor (PKB)

4.1.04.12.01.0015 |-cndapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- 177.445.881,00 177.445.881,00 0,00
Sedan-Pribadi

4.1.04.12.01.0016 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- 0,00 0,00 0,00
Sedan-Umum

4.1.04.12.01.0018 Pendapatan ]?enda PKB-Mobil Penumpang- 0,00 0,00 0,00
Sedan-Pemerintah Daerah

4.1.04.12.01.0019 |Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang:- 570.352.074,00 570.352.074,00 0,00
Jeep-Pribadi

4.1.04.12.01.0020 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- 0,00 0,00 0,00
Jeep-Umum

4.1.04.12.01.0022 Pendapatan. Denda PKB-Mobil Penumpang- 0,00 0,00 0,00
Jeep-Pemerintah Daerah

4.1.04.12.01.0023 |Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- 5.527.309.328,00 5.527.309.328,00 0,00
Minibus-Pribadi

4.1.04.12.01.0024 Pe.n(':lapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- 0,00 0,00 0,00
Minibus-Umum

4.1.04.12.01.0026 Pe.nc.iapatan De.nda PKB-Mobil Penumpang- 0,00 0,00 0,00
Minibus-Pemerintah Daerah

4.1.04.12.01.0027 if;‘;:‘i’atan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus- 19.410.992,00 19.410.992,00 0,00

4.1.04.12.01.0028 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus- 0,00 0,00 0,00
Umum

4.1.04.12.01.0030 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus- 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.04.12.01.0031 |Fendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus- 3.570.029,00 3.570.029,00 0,00
Pribadi

4.1.04.12.01.0032 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus- 0,00 0,00 0,00
Umum

4.1.04.12.01.0034 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus- 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.04.12.01.0035 |Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban 1.199.101.561,00 1.199.101.561,00 0,00

Pick Up-Pribadi
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SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5
1.04.12.01.0036 P.endapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban| 0,00 0,00 0,00
Pick Up-Umum
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban|
.1.04.12.01.0038 Pick Up-Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
1.04.12.01.0030  |Fendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban 425.520.913,00 425.520.913,00 0,00
Light Truck-Pribadi
1.04.12.01.0040 P§ndapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban| 0,00 0,00 0,00
Light Truck-Umum
Pendapatan Denda PKB-Mobil
.1.04.12.01.0042 Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Daerah
1.04.12.01.0043  |Fendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban 261.235.825,00 261.235.825,00 0,00
Truck-Pribadi
1.04.12.01.0044 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban| 0,00 0,00 0,00
Truck-Umum
1.04.12.01.0046 Pendapatan ]?enda PKB-Mobil Barang/Beban| 0,00 0,00 0,00
Truck-Pemerintah Daerah
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban|
.1.04.12.01.0047 Blind Van-Pribadi 0,00 0,00 0,00
1.04.12.01.0048 Pe.ndapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban| 0,00 0,00 0,00
Blind Van-Umum
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban|
+1.04.12.01.0050 Blind Van-Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
.1.04.12.01.0051 Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi 1.962.808.668,00 1.962.808.668,00 0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
.1.04.12.01.0052 Sepeda Motor Roda Dua-Umum 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
.1.04.12.01. 0,00 0,00 0,00
1.04.12.01.0054 Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah ’ ’ ’
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
.1.04.12.01.0055 Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi 3.244.729,00 3.244.729,00 0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
.1.04.12.01. 0,00 0,00 0,00
1.04.12.01.0056 Sepeda Motor Roda Tiga-Umum i ’ i
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
.1.04.12.01. . . 0,00 0,00 0,00
1.04.12.01.0058 Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan
.1.04.12.01. 0,00 0,00 0,00
1.04.12.01.0059 Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi ’ ’ ’
1.04.12.01.0060 |Fendapatan Denda PKB-Kendaraan 0,00 0,00 0,00
Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan
.1.04.12.01.0062 Bermotor yang Dioperasikan di Air- 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus
+1:04.12.01.0063 Alat Berat/Alat Besar-Pribadi 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus
.1.04.12.01.0064 Alat Berat/Alat Besar-Umum 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus
+1.04.12.01.0066 Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
1.04.12.01.0067 Pe}qdapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga- 0,00 0,00 0,00
Pribadi
1.04.12.01.0068 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga- 0,00 0,00 0,00
Umum
1.04.12.01.0070 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga- 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
Pendapatan Denda Bea Balik Nama
.1.04.12. 4.069.042.049,00 4.069.042.049,00 0,00
1.04.12.02 Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1.04.12.02.0001 |Pendapatan Denda BBNKB-Mobil 5.330.201,00 5.330.201,00 0,00
Penumpang-Sedan
1.04.12.02.0002  |endapatan Denda BENKB-Mobil 80.385.094,00 80.385.094,00 0,00
Penumpang-Jeep
1.04.12.02.0003 | endapatan Denda BENKB-Mobil 2.401.496.600,00 2.401.496.600,00 0,00
Penumpang-Minibus
1.04.12.02.0004 |Fendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- 6.202.736,00 6.202.736,00 0,00
Microbus
.1.04.12.02.0005 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus 21.948.286,00 21.948.286,00 0,00
1.04.12.02.0006 | endapatan Denda BBNKB-Mobil 608.543.441,00 608.543.441,00 0,00
Barang/Beban-Pick Up
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil
.1.04.12.02. 333.296.431,00 333.296.431,00 0,00
1.04.12.02.0007 Barang/Beban-Light Truck ’
1.04.12.02.0008 | endapatan Denda BBNKB-Mobil 71.815.065,00 71.815.065,00 0,00
Barang/Beban-Truck
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil
.1.04.12.02.0009 Barang/Beban-Blind Van 0,00 0,00 0,00
1.04.12.02.0010 | endapatan Denda BENKB-Sepeda Motor- 540.024.195,00 540.024.195,00 0,00
Sepeda Motor Roda Dua
1.04.12.02.0011 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- 0,00 0,00 0,00
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4.1.04.12.02.0012 Pendapatan D'enda BBNKB-Kendaraan Motor 0,00 0,00 0,00
yang Dioperasikan di Air

4.1.04.12.02.0013 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan 0,00 0,00 0,00
Khusus Alat Berat

4.1.04.12.02.0014 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar

4.1.04.12.03 Kendaraan Bermotor (PBBKB) 0,00 0,00 0,00

4.1.04.12.03.0001 Pend'apatan Denda PPBKB-Bahan Bakar 0,00 0,00 0,00
Bensin

4.1.04.12.03.0002 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar 0,00 0,00 0,00
Solar

4.1.04.12.03.0003 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas 0,00 0,00 0,00

4.1.04.12.03.0004 Pefldapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar 0,00 0,00 0,00
Lainnya

4.1.04.12.04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 0,00 0,00 0,00

4.1.04.12.04.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 0,00 0,00 0,00

4.1.04.12.05 Pendapatan Denda Pajak Rokok 0,00 0,00 0,00

4.1.04.12.05.0001 Pendapatan Denda Pajak Rokok 0,00 0,00 0,00

4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00

4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 0,00 0,00 0,00

4.1.04.13.01.0020 Pendapatan Denda Ret.rlbu31 Pelayanan 0,00 0,00 0,00
Persampahan/ Kebersihan

4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian

4.1.04.13.02.0012  |Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan 0,00 0,00 0,00
Bangunan

4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 0,00

4.1.04.15.04 Pendapatan darlA Pengembghan Kelebihan 0,00 0,00 0,00
Pembayaran Perjalanan Dinas
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.04.0001 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- 0,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Biasa
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.04.0002 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- 0,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Tetap
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.04.0003 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- 0,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08 Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 0,00
ASN
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0001 Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji 0,00 0,00 0,00
Pokok PNS
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0002 Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji 0,00 0,00 0,00
Pokok PPPK
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0003 Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga 0,00 0,00 0,00
ASN-Tunjangan Keluarga PNS
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0004 Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga 0,00 0,00 0,00
ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0005 Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan 0,00 0,00 0,00
ASN-Tunjangan Jabatan PNS
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0006 Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan 0,00 0,00 0,00
ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0007 Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00
ASN-Tunjangan Fungsional PNS
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0008 Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00
ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.08.0009 Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00

Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum
PNS
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Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional
Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum
PPPK

.1.04.15.08.0010 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0011 Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras PNS

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0012 Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tunjangan

.1.04.15.08.001 . . 0,00 0,00 0,00
04.15.08.0013 PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0014  |Pcmbayaran Belanja Tunjangan 0,00 0,00 0,00

PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0015 Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN- 0,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji PNS

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0016 Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN- 0,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan
PNS

.1.04.15.08.0017 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan
PPPK

.1.04.15.08.0018 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja ASN-ITuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PNS

.1.04.15.08.0019 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PPPK

.1.04.15.08.0020 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0021 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan 0,00 0,00 0,00
Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan
Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian
PPPK

.1.04.15.08.0022 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta
.1.04.15.08.0023 Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran 0,00 0,00 0,00
Simpanan Peserta Tabungan Perumahan
Rakyat PNS

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta
.1.04.15.08.0024 Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran 0,00 0,00 0,00
Simpanan Peserta Tabungan Perumahan
Rakyat PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0025 Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN- 0,00 0,00 0,00
Jaminan Hari Tua PNS

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.08.0026 Pembayaran Belanja Tunjangan 0,00 0,00 0,00
Khusus*)-Tunjangan Khusus?)

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

.1.04.15.08. 0,00 0,00 0,00
1.04.15.08.0027 Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PNS ’ ’ ’
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
-1.04.15.08.0028 Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PPPK 0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
.1.04.15.09 Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan 0,00 0,00 0,00

ASN
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Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan

+1.04.15.09.0001 berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan 0,00 0.00 0.00
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

1.04.15.09.0002 Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan 0,00 0,00 0,00

berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan
.1.04.15.09.0003 berdasarkan Tempat Bertugas ASN- 0,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat
Bertugas PNS

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan
.1.04.15.09.0004 berdasarkan Tempat Bertugas ASN- 0,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat
Bertugas PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan

+1.04.15.09.0005 berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan 0,00 0.00 0,00
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

1.04.15.09.0006 Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan 0,00 0,00 0,00

berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan
.1.04.15.09.0007 berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN- 0,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan
Kelangkaan Profesi PNS

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan
.1.04.15.09.0008 berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN- 0,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan
Kelangkaan Profesi PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

.1.04.15.09.0009 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan
.1.04.15.09.0010 berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan 0,00 0,00 0,00
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja
PPPK

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN

.1.04.15.10 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

.1.04.15.10.0001 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas
.1.04.15.10.0002 Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN 0,00 0,00 0,00
atas Pemungutan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas
.1.04.15.10.0003 Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN 0,00 0,00 0,00
atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak Air Permukaan

.1.04.15.10.0004 0,00 0,00 0,00
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Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak Rokok

4.1.04.15.10.0005 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.10.0050 Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru 0,00 0,00 0,00
(TPG) PNSD-TPG PNSD

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.10.0051 Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus 0,00 0,00 0,00
Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.15 -
Pembayaran Belanja Barang

0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.15.0008 Pembayaran Belanja Barang Pakai 0,00 0,00 0,00
Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.15.0013 Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- 0,00 0,00 0,00
Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang Pakai
Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat Tulis Kantor

4.1.04.15.15.0024 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang Pakai
Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover

4.1.04.15.15.0025 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang Pakai
Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak

4.1.04.15.15.0026 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang Pakai
Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Benda Pos

4.1.04.15.15.0027 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang Pakai
Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer

4.1.04.15.15.0029 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

4.1.04.15.15.0039 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.16 Pembayaran Belanja Jasa

0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.16.0031  |Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa 0,00 0,00 0,00
Tenaga Keamanan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.16.0067 Pembayaran Belanja Jasa Kantor- 0,00 0,00 0,00
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung
Tempat Tinggal

4.1.04.15.16.0087 0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.16.0097 Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa 0,00 0,00 0,00
Tanah Hutan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4.1.04.15.16.0631 Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan 0,00 0,00 0,00
Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.26 Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN 0,00 0,00 0,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.274.448.091.000,00 2.328.968.131.000,00 54.520.040.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.274.448.091.000,00 2.328.968.131.000,00 54.520.040.000,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.267.067.912.000,00 2.315.067.912.000,00 48.000.000.000,00
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 119.866.309.000,00 167.866.309.000,00 48.000.000.000,00
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 8.993.120.000,00 13.993.120.000,00 5.000.000.000,00
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 0,00 59.337.899.000,00 59.337.899.000,00
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4.2.01.01.01.0003

DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

53.960.825.000,00

2.622.926.000,00

-51.337.899.000,00

4.2.01.01.01.0007

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan
Panas Bumi

12.711.309.000,00

12.711.309.000,00

0,00

4.2.01.01.01.0008

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan
Batubara-Landrent

0,00

11.204.534.000,00

11.204.534.000,00

4.2.01.01.01.0009

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam
(SDA) Mineral dan Batubara-Royalty

44.144.535.000,00

67.940.001.000,00

23.795.466.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-

4.2.01.01.01.001 S 56.520.000,00 56.520.000,00 0,00
2.01.01.01.0010 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4.2.01.01.02 %T&Tramfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.430.601.814.000,00 1.430.601.814.000,00 0,00
4.2.01.01.02.0001 |DAU 1.430.601.814.000,00 1.430.601.814.000,00 0,00
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 309.431.592.000,00 309.431.592.000,00 0,00
(DAK) Fisik
4.2.01.01.03.0004 |DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA 41.844.803.000,00 41.844.803.000,00 0,00
4.2.01.01.03.0005 |DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB 6.803.271.000,00 6.803.271.000,00 0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
12.313.229.000, 12.313.229.000, ,
42.01.01.03.0016 |y p o Penurunan AKI dan AKB 2.313.229.000,00 2.313.229.000,00 0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
4.2.01.01.03.0018 |KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan 51.000.002.000,00 51.000.002.000,00 0,00
Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan
4.2.01.01.03.0030 Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra 5.653.150.000,00 5.653.150.000,00 0,00
IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
DAK Fisik-Bidang
Pertanian-Penugasan-
4.2.01.01.03.0031 |Pembangunan/Renovasi Sarana dan 4.500.124.000,00 4.500.124.000,00 0,00
Prasarana Fisik Dasar Pembangunan
Pertanian
4.2.01.01.03.0032 |PAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- 23.328.864.000,00 23.328.864.000,00 0,00
Penugasan
4.2.01.01.03.0033 |DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 1.729.839.000,00 1.729.839.000,00 0,00
4.2.01.01.03.0035 |DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 28.135.874.000,00 28.135.874.000,00 0,00
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 15.298.745.000,00 15.298.745.000,00 0,00
4.2.01.01.03.0051 |PAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- 118.823.691.000,00 118.823.691.000,00 0,00
Sekolah Menengah Kejuruan
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 407.168.197.000,00 407.168.197.000,00 0,00
(DAK) Non Fisik
4.2.01.01.04.0001 |DAK Non Fisik-BOS Reguler 205.237.020.000,00 205.237.020.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0004 |DAK Non Fisik-TPG PNSD 184.341.471.000,00 184.341.471.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0005 |DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 4.046.091.000,00 4.046.091.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0006 |DAK Non Fisik-TKG PNSD 136.652.000,00 136.652.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman 0,00 0,00 0,00
Budaya-Museum
4.2.01.01.04.0015 |DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 5.656.462.000,00 5.656.462.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM 2.526.841.000,00 2.526.841.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 1.853.660.000,00 1.853.660.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0022 |PAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00
Perempuan dan Anak
4.2.01.01.04.0024 |DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00

Kelembagaan Sentra IKM

4.2.01.06

Insentif Fiskal

7.380.179.000,00

13.900.219.000,00

6.520.040.000,00

4.2.01.06.01

Insentif Fiskal

7.380.179.000,00

13.900.219.000,00

6.520.040.000,00

4.2.01.06.01.0001

Insentif Fiskal

7.380.179.000,00

13.900.219.000,00

6.520.040.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

4.3 SAH 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00

4.3.01 Pendapatan Hibah 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00

4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00
Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

4.3.01.04.02 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00
Organisasi Luar Negeri

4.3.01.04.02.0001 |Fendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00

Organisasi Luar Negeri

Jumlah Pendapatan

3.905.319.788.596,00

3.965.839.828.596,00

60.520.040.000,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 2.689.713.189.029,00 2.924.781.100.349,00 235.067.911.320,00
5.1.01 Belanja Pegawai 1.433.245.091.261,00 1.525.063.078.559,00 91.817.987.298,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 932.896.548.571,00 945.957.521.084,02 13.060.972.513,02
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 683.455.417.972,00 710.908.544.076,00 27.453.126.104,00

5.1.01.01.01.0001

Belanja Gaji Pokok PNS

528.791.011.176,00

543.540.584.032,00

14.749.572.856,00

5.1.01.01.01.0002

Belanja Gaji Pokok PPPK

154.664.406.796,00

167.367.960.044,00

12.703.553.248,00
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SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)

1 2 3 4 5
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 60.187.187.561,00 61.213.843.543,00 1.026.655.982,00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 50.520.925.754,00 49.270.985.877,00 -1.249.939.877,00
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.666.261.807,00 11.942.857.666,00 2.276.595.859,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 10.642.021.955,00 10.124.787.431,00 -517.234.524,00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 10.613.191.888,00 10.094.957.364,00 -518.234.524,00
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 28.830.067,00 29.830.067,00 1.000.000,00
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 60.543.453.689,00 42.972.682.253,00 -17.570.771.436,00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 42.645.928.049,00 38.832.491.619,00 -3.813.436.430,00
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 17.897.525.640,00 4.140.190.634,00 -13.757.335.006,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.508.811.497,00 21.298.545.522,96 789.734.025,96
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.055.626.953,00 9.989.168.397,96 -1.066.458.555,04

5.1.01.01.05.0002 |Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.453.184.544,00 11.309.377.125,00 1.856.192.581,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.519.535.768,00 36.939.678.524,00 1.579.857.244,00
5.1.01.01.06.0001 |Belanja Tunjangan Beras PNS 30.884.794.451,00 27.740.137.130,00 3.144.657.321,00
5.1.01.01.06.0002 |Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.634.741.317,00 9.199.541.394,00 1.564.800.077,00
5.1.01.01.07 Eglsma Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.104.599.123,00 4.794.262.047,00 689.662.924,00
5.1.01.01.07.0001 |Bclania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.963.462.961,00 2.636.906.407,00 673.443.446,00

PNS

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.01.01.07.0002 PPPK 2.141.136.162,00 2.157.355.640,00 16.219.478,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.412.540.056,00 1.433.853.368,06 21.313.312,06
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.897.166,00 25.359.680,06 14.462.514,06
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.401.642.890,00 1.408.493.688,00 6.850.798,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 46.596.447.283,00 48.890.561.436,00 2.294.114.153,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 40.840.508.416,00 41.800.608.111,00 960.099.695,00

.1.01.01.09.0002

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK

5.755.938.867,00

7.089.953.325,00

1.334.014.458,00

.1.01.01.10

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
ASN

2.003.658.930,00

2.117.444.316,00

113.785.386,00

.1.01.01.10.0001

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
PNS

1.492.250.137,00

1.492.766.786,00

516.649,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

5.1.01.01.10.0002 PPPK 511.408.793,00 624.677.530,00 113.268.737,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.922.874.737,00 5.263.318.567,00 340.443.830,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.898.868.030,00 3.970.934.946,00 72.066.916,00
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.024.006.707,00 1.292.383.621,00 268.376.914,00
5.1.01.01.12 E:iiﬂié‘;; agasklyn:t)i‘fsaﬁ Peserta Tabungan 0,00 0,00 0,00
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan 0,00 0,00 0,00

Perumahan Rakyat PNS

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 255.369.077.466,00 314.368.572.111,98 58.999.494.645,98

5.1.01.02.01 Tarl?bahan Penghasilan berdasarkan Beban 0,00 0,00 0,00
Kerja ASN

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 0,00 0,00 0,00

Kerja PNS

.1.01.02.05

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
Kerja ASN

255.369.077.466,00

314.368.572.111,98

58.999.494.645,98

.1.01.02.05.0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
Kerja PNS

242.884.165.683,00

311.983.095.835,98

69.098.930.152,98

.1.01.02.05.0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
Kerja PPPK

12.484.911.783,00

2.385.476.276,00

-10.099.435.507,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan

5.1.01.03 Pertimbangan Obiektif Latnnys ASN 205.722.682.311,00 206.578.833.154,00 20.856.150.843,00

5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 16.508.462.311,00 16.697.402.065,00 188.939.754,00
Pajak Daerah

5.1.01.03.01.0001 |>¢lanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 5.414.045.004,00 6.038.686.167,00 624.641.163,00

Pajak Kendaraan Bermotor

5

.1.01.03.01.0002

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.741.774.578,00

4.321.797.117,00

-419.977.461,00

5

.1.01.03.01.0003

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

3.670.047.369,00

4.280.670.062,00

610.622.693,00

.1.01.03.01.0004

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
Pajak Air Permukaan

74.991.682,00

75.386.736,00

395.054,00

.1.01.03.01.0005

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
Pajak Rokok

2.607.603.678,00

1.980.861.983,00

-626.741.695,00

5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG